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I'SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSAN`
BAN」IR WILAYAH BARAT,WILAYAH TENGAH I,wILAYAH TENGAH II,

DAN WILAYAH IIMuR PADA DINAS PEKER」 AAN UMuM
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 12 tahun 2o1T
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas
dan unit Pelaksana Teknis Daerah, maka peraturan walikota
semarang Nomor Lo2 Tahun 2ot6 tentang pembentukan,

Kedudukan, susunan organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pompa Banjir wilayah
Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II, dan Wilayah
Timur pada Dinas Pekerjaan umum Kota semarang, perlu
ditinjau kembali;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu
membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Ke{a Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola pompa Banjir
Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II, dan
Wilayah Timur pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

b。



Mengingat l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor g2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s2341;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang_Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3O7sl;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbatingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);



Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2OlZ
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2O16

tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan kmbaran Daerah Kota Semarang
Nomor I 14);

MEMUTUSKAN:

:  PERATURAN   WAHKOTA   TENTANG   PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSuNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KER」 A UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLA POMPA BAN」 IR WILAILへH BARAT, WILAYAH
TENGAH l,WILAYAH TENGAH II,DAN WILAYAH TIMUR PADA
DINAS PEKER」 AAN UMUM KOTA SEMARANG.

7.

9

10

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalam Peraturan Walikoh ini yang dilnaksud dengan:

l Daerah adalah Kota Semarang.



2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Semarang.

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Semarang.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan Dewan perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

7. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas pekerjaan Umum Kota Semarang.
8- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pekerjaan Umum Kota Semarang-

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola pompa Banjir wilayah Barat, wilayah
Tengah I, Wilayah Tengah II, dan Wilayah Timur yang selanjutnya disingkat UpTD
Pengelola Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah
II, dan wilayah rimur adalah unit Pelalsana Teknis Dinas pengelola pompa Banjir
Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II, dan Wilayah Timur pada

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

10. Kepala UPTD adalah Kepala unit Pelaksana Teknis Dinas pengelola pompa Banjir
Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II, dan Wilayah Timur Kota
Semarang.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD:

a. UFrID Pengelola Pompa Banjir Wilayah Barat;

b. UPTD Pengelo1a Pompa Banjir Wilayah Tengah I;

c. UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Tengah II; dan

d. UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Timur;



(2)

(2)

(2) Wilayah Keq'a UPTD Pengelola Pompa Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagran Kedua

Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah

II, dan Wilayah Timur adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas

Pekeq'aan Umum.

UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah

II, dan Wilayah Timur di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah

Tengah I, Wilayah Tengah II, dan Wilayah Timur, terdiri dari:

a. Kepala;

b. Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah

Tengah I, Wilayah Tengah II, dan Wilayah Timui sebagaimana tercantum dalam

Lampiran dan merupakan bagian yalg tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini-

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 5

UPTD Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah

II dan Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis

operasional Dinas Pekedaan Umum meliputi pengelolaan, pengoperasian, dan

pemeliharaan pompa banjir di wilayah kerjanya.



Bagian Kedua

Fungsi
pasal 6

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucl dalam pasat 5, uprD pengelola

Pompa Banjir wilayah Barat, wilayah rengah I, wilayah rengah II, dan wilayah
Timur mempunyai fungsi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja pegawai;

f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait
atas perintah pimpinan;

g. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan pedoman standar pengendalian
banjir pada daerah layanan pompa di wilayah keq'anya;

h. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan perbekalan dalam
operasional pompa banjir di wilayah kerjanya;

i. pelaksanaan pemantar-ran elevasi tinggi tanggul jagaan m,ka banjir dan rob
secara berkala di wilayah kerjanya;

j. pelaksanaan pengelolaan dan pengoperasian pompa banjir di wilayah kerjanya;
k. pelaksanaan penginventarisasian dan pendataan aset dalam operasional pompa

banjir di wilayah kerjanya;

l. pelaksanaan penyusunan laporan terhadap kondisi peralatan pompa secara
berkala di wilayah kerjanya;

m. pelaksanaan pemeliharazrn p!:asarana dan sarana UprD pengelola pompa Banjir
di wilayah ke4'anya;

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelola,

pengoperasian, pemeliharaan peralatan pompa Banjir di wilayah kerjanya ;

o. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di uprD
Pengelola Pompa Banjir di wilayah kerjanya;

p. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di uprD
Pengelola Pompa Banjir di wilayah kedanya;

q. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungiawabnya;
r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

s. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan;dan

t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya.



Bagian Ketiga

Kepala UpID
Pasal 7

Kepala LIPTD mempunvai tugas me'encanaka,n, memimpin, mengkoorcrinasikan,
menyusun kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi
tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6.

BAB IV

」ABATAN FUNGSIONAL

Pasa1 8

」abatan FllngsiOnal mernpunyai tllgas melaksanakan sebttan tugas tJPrD

Penge101a POmpa Banjir Wilayah Barat,wilayah Tengah I,wilayah Tengah II,dan

Wilayah Timur sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang―

undangan

pasal 9
(1) Jabatan Fungsionar sebagaimana dimaksud dalam pasal g, terdiri dari sejumlah

tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi daram bertragai kerompok
sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Jabatan Fungsionar dipimpin oreh seorang tenaga fungsional senior dan
bertanggunglawab kepada Kepala.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan ber-dasarkan kebutuhan dan beban
keq'a.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsionar diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB V

TATA KER」 A

Pasa1 10

(1)Dalaln melaksanakan tugas setiap pimpinan unit Organisasi dan pttabat

fungsiOnal dalarn lingkup UPTD Pengelola Pompa Battir WaJib menerapkan

p五nsip― p五nsip k00rdinasi,integrasi,sinkronisasi dan simpliikasi secara vertikal

dan hOnレontal bik dalam lingkungan masing― masing maupun antar Perangkat
Daerah di lingkungan PemeHntah Daerah serta dengan instansi laln di luar

PemeHntah Daerah sesuai dengan tugas masing― masing



(2)

(3)

(4)

(5)

(2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap pimpinan unit organisasi
wajib menyusun dan menerapkan standar pelayanan dan Standar operasional
Prosedur.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin,
mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagr
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila teqiadi penyimpangan agar mengambil langkah-langka,h
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing_masing dan menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan,
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan rebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

(6) Daram menyampaikan raporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsionar
mempunyai hubungan keq'a.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib
mengadakan rapat berkala.



BAI} VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan walikota ini mulai berlaku, peraturan walikota Semarang
Nomor 102 Tahun 2016 tentang pembentukan, Kedudukan, susunan organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Keq'a unit pelaksana Teknis Dinas pompa Banjir
wilayah Barat, wilayah rengah I, w,ayah tengah II, wilayah rimur pada Dinas
Peke4'aan umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 102) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng,ndanga, peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di semarang

pada tanggal S jUN1 201ら

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di semarang

pada tangga1 5 50N1 2o13

可 SEKRD「ARIS DttRtt Кo■ sEMARANG

BERFPA DAERAH KCrA SEMARANG TAllUN 2018 NOMOR,



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 7E TAHUN2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLA POMPA BANJIR
WILAYAH BARAT, WILAYAH TENGAH
I, WILAYAH TENGAH II, WILAYAH
TIMUR KOTA SEMARANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DI,?iH.3fi f8ff$S,LPA BANJI R wI LAYAH BARAT,WILAYAH TENGAH I, WILAYAH TETVONHIi WTiNVAU TIMUR KOTA SEMARANG

WAЫKOTA SEMARANG

KELOMPoK」 ABATAN

HENDRAR PRIHADI


